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KATA
PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT karena atas izin-Nya
Rencana Kerja (Renja) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Gorontalo Tahun 2026 ini dapat disusun. Penyusunan Rencana Kerjaini
merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang tertuang dalam
Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2026 yang
dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dalam program-program pembangunan.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Gorontalo Tahun 2026 berperan juga sebagai alat kendali, dan sebagai
wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo sesuai yang tertuang
dalam RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 merupakan tahap terakhir dari
pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2025-2043
yang ditetapkan dengan Visi: Gorontalo Maju Dan Sejahtera, dan Misi: 1)
Memanfaatkan letak geografis dengan IKN Nusantara untuk akselerasi
pembangunan, 2) Gorontalo keluar dari lima provinsi termiskin di Indonesia, 3)
Peningkatan pendapatan masyarakat, 4) Mewujudkan infrastruktur pelayanan publik
yang merata dan berkualitas, 5) Menjadikan “Adat bersendikan syara, syara
bersendikan kitabullah” sebagai spirit pembangunan dan kehidupan masyarakat.

Gorontalo, Agustus 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan anak Provinsi gorontalo

r. Yana Yanti Suleman. SH.MH. M.KM
NIP. 197001012000032010
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak
Povinsi Gorontalo Tahun 2026 adalah dokumen rencanatahunan yang mempunyai arti
strategis dalam mendukung pelaksanaan Program tahunan Pemerintah Daerah,

mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
merupakan dokumen yang secara substansial menerjemahan program yang
ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja

Pemerintah (RKPD) Provinsi Gorontalo.

2. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
merupakan acuan untuk mengusulkan program dan kegiatan ke dalam KUA dan
PPAS serta perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

3. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengetahui
sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan
(RKT) sebagai wujud dari kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak pada tahun 2026.
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Mengingat Renja sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan program
pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan

hingga penetapan dokumen Renja harus mengikuti tata cara dan alurpenyusunannya

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

Di Pasal 138 ayat 1 Permendagri No. 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa
Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (2) huruf e, merupakan proses penyempurnaan rancanga Renja Perangkat
Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang
RKPD dan perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, dilakukan untuk
mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan
program, kegiatan, dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD
(Pasal 138)

Adapun tahapan penyusunan dokumen Renja adalah sebagai berikut:
a. Persiapan penyusunan;
b. Penyusunan rancangan Awal,;
¢ Penyusunan rancangan
d Pelaksanaan Forum perangkat daerah/lintas perengkat daerah
e perumusan rancangan akhir hingga penetapan

Ada beberapa hal yang harus dipedomani dalam penyusunannya. Antara lain
kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, sasaran dan prakiraan maju. Harus ada

pula evaluasi hasil renja tahun lalu.
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Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
merupakan dokumen perencanaan resmi yang dipersyaratkan untuk mengarahkan
pelayanan publik dan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu)tahun.

Sebagai Rencana Kerja yang mempunyai arti strategis dalam pembangunan
daerah, secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

diharapkan dapat menjawab 2 (dua) hal mendasar, yaitu :

1. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan yang hendak dicapai Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam 1 (satu) tahun ke
depan.

2. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan

tercapai.

Selain itu, Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
merupakan salah satu perangkat dasar untuk tercapainya pelayanan yang akan diberikan
pada masyarakat yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
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1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakProvinsi
Gorontalo Tahun 2026 disusun atas dasar Mandat dan Landasan Hukum sebagai berikut

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Nomor 3851)

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 4235);

2. Undang-undang Nomor 38 tahun 2002 tentang pembentukan Provinsi Gorontalo;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keunagan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan LembaranNegara
Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KekerasanDalam
Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor
4700);
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8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana
Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)

9. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4967);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor
58, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambhan Lembaaran Negara Republik Indonesia Nomor4578); sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2015Nomor 58, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambhan Lembaaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Mentri Dalam Negeri No 15 tahun 2008 tentang Pedoman
Penyusunan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodevikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan

Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
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Nomor 1419);

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verivikasi, Validasi, dan Inventarisasi Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perecanaan Pembangunan Daerah.

25. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo
Tahun 2022 Nomor 15);

26. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Renca strategis Perangkat
Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor
22).

27. Peraturan Gubernur No 22 Tahun 2022 tentang Rencana Strategi Perangkat
Daerah tahun 2023-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur

nomor 69 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Tahun 2023

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi
Gorontalo Tahun 2026 disusun sebagai tindak lanjut dari Program Dinas yang tertuang
dalam Rencana Strategis dan sebagai acuan dalam perencanaan dan evaluasi
program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada Rencana Kerja danAnggaran (RKA)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo untuk
Tahun 2026.

Di samping itu rencana kerja Perangkat Daerah disusun dengan tujuan sebagai
berikut:
1. Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029,
2. Sebagai pelaksanaan teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah,

3. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan dan
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penganggaran antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan,

4. Sebagai instrument dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah

berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Gorontalo 2026 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor Tahun
2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan sistematika
sebagai berikut:

BAB | PENDAHULUAN
Berisi mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan

serta sistematika penulisan

BAB Il EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN LALU

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, analisis

kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, review terhadap rancangan awal Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penelaahan usulan program dan

kegiatan.

BAB Il TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

Bab ini memberi ulasan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional,
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tujuan dan sasaran renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, serta berisikan Program dan Kegiatan Dinas.
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Berisikan uraian Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak serta rencana anggaran yang dibutuhkan.

BABYV PENUTUP
Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu

mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya.
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BAB Il

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2026

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi yang
dapat diidentifikasi dengan 2 hal, yaitu sejauh mana proses perencanaan
program/kegiatan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan permasalahan-permasalahan
yang menghambat pelaksanaan perencanaan program/kegiatan tersebut. Hasil evaluasi
sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan
perencanaan program/kegiatan di tahun-tahun mendatang.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak dilaksanakan pada akhir tahun anggaran 2025. Hasil tersebut
digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Rencana kerja Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak berikutnya tahun 2026. Berdasarkan hasil evaluasi,
pelaksanaan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi
Gorontalo ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) dan Belanja
Langsung, yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan Wajib dan BelanjaLangsung Urusan
Pilihan. Capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Prpvinsi Gorontalo pada sampai dengan Triwulan ||l Tahun 2025 dapat dilihat pada
tabel 2.1 berikut ini.
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Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan
Renja Perangkat Daerahdan Pencapaian
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun

2025 Provinsi Gorontalo

Target dan Realisasi Kinerja Perkiraan
Realisasi Program dan Kegiatan Realisasi
Target Kinerja target Tahunlalu (n-2) Target Capaian
Capaian Program Kinerja progra Target
(Renstra)Tahun Hasil mdan Renstra s/d
Kode Urusan/Bidang Urusan Indikator 2020 Program kegiata tahun
Pemerintahan Daerah dan Kinerja dan n(Renja berjalan
Program/Kegiatan Program Keluaran Targ Realisasi | Tingkat Tahun Real Tingkat
(outcomes)/ Kegiatan et Renja realisas n-1) isasi | capaian
Kegiatan s/d tahun Renj tahun i(%) Cap Realisa
(Outputs) (n-3) a (n- (n-2) aian | siTarget
2) Prog | Renstra
ram (%)
dan
Kegi
atan
s/d
tahu
n
berj
alan
(
n
1
)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11
0
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEMBERDAYAANPEREMPUAN DAN
G
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PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02 Program Pengarusutamaan Persentase ARG dalam 6,33 %
Gender dan Pemberdayaan APBD
Perempuan
Persentase 0,02 %
Perempuan yang
mendapatkan
penguatan
kapasitas
kepemimpinan dan
ekonomi
2.08.02.1.01 Pelembagaan PengarusutamaanGender | Jumlah 25 0PD| 25 OPD 100 250PD [330PD| 132%
(PUG) pada Lembaga Pemerintah perangkat
Kewenangan daerah yang
Provinsi menerapkan
ARG
Advokasi Kebijakan dan Jumlah Aparatur 25 OPD| 25 OPD 100 250PD [B30OPD| 132%
Pendampingan Pelaksanaan Perangkat Daerah
PUG termasuk PPRG yangdilatih PPRG
Kewenangan Provinsi
2.08.02.1.02 Perberdayaan Perempuan Bidang Persentase (%)
Politik, Hukum, Sosial,dan Ekonomi perempuan dalam
pada OrganisasiKemasyarakatan BidangPolitik, Hukum,
Kewenangan Sosial, dan Ekonomi
Provinsi
Advokasi Kebijakan dan jumlah perempuan 50 org | 34 Org 68 106 org |100 94,34 %
Pendampingan Peningkatan kepala keluarga
Partisipasi Perempuan dalamPolitik, (PEKA) yang
Hukum, Sosisal, dan meningkat taraf
Ekonomi Kewenangan Provinsi ekonomikeluarga
2 3 4 5] 6 7 8 9 10 1
1 1
2.08.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Jumlah lembaga 10 10 7 7 100 7 10 142.86 %
Lembaga Penyedia Layanan penyedia layanan lembaga lembaga | lembag | lembaga lembaga |Lembag
Pemberdayaan Perempuan pemberdayaan a a
Kewenangan Provinsi perempuan yang
memperoleh
penguatan
@W}\)
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kapasitas
Advokasi Kebijakan dan jumlah lembaga 10 10 7 7 100 7 10 142.86 %
Pendampingan Kepada Lembaga pendukung prasyarat lembaga lembaga | lembag | lembaga lembaga
Penyedia LayananPemberdayaan PUG yang difasilitasi a
Perempuan (Pokja PUG, Gender
Kewenangan Provinsi Vocal Point, Sekber
PUG, Lembaga Driver
PUG (4 lembaga)
2.08.04 Program Peningkatan Kualitas
Keluarga
2.08.04.1.01 Penyediaan layanan bagi Keluarga Jumlah Dudi yang 34 DUDI 34 DUDI 25 25DUDI | 100 44 DUDI @44 100 %
dalam mewujudkan KG dan hak anak mendukung DUDI
yang wilayahkerjanya lintas Daerah pembangjunan
Kab/Kota daerah urusan PPPA
Penyediaan Layanan Konrenhensif Jumlah Dudi yang 34 DUDI 34 DUDI 25 25 DUDI | 100 44 DUDI 44 100 %
bagi Keluarga Dalam Mewujudkan mendukung DUDI
KG danPerlindungan Anak yang pembangjunan
Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah daerah urusan
Provinsi dan Lintas PPPA
Daerah Kab/Kota
2.08.05 Program Pengelolaan Sistem
Data Gender dan Anak
2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis Tersusunya data SIGA 1 1 1 1 100 1 1 100 %
dan Penyajian Data Gender dan Anak dokumen dokumen | dokum | dokumen dokume
dalam Kelembagaan Data di Tingkat en n
Daerah Provinsi
Penyediaan Data Gender Anakdan Jumlah dokumen SIGA 1 1 1 1 100 1 1 100 %
Provinsi yang tersedia dokumen dokumen | dokum | dokumen dokume
en n

Sumber: Kepmendagri, DPPPA Provinsi Gorontalo
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Pada Tabel 2.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo melaksanakan 6
program dan 19 kegiatan. Adapun capaian kinerja pelayanan Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo cukup
baik meskipun terdapat beberapa capaian kinerja dibawah target bahkan ada
yang tidak tercapai, namun ada pula indikator yang capaikan kinerjanya

melampaui target.

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan

Perlindungan Anak

Dalam menganalisis kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh suatu
organisasi tentunya organisasi tersebut memerlukan suatu ukuran yang
dijadikan tolak ukur guna mengukur tingkat capaian kinerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan. Anak Provinsi Gorontalo
sebagai penyelenggara pelayanan dalam bidang perlindungan perempuan
dan anak belum memiliki tolok ukur yang digunakan dalam mengukur tingkat
capaian kinerja sesuai dengan pedoman yang ada yaitu Indikator Kinerja
Kunci (IKK) . Hal ini disebabkan karena Dinas belum sepenuhnya menerapkan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakantolak ukur pelayanan

kinerja.

Capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo dapat dilhat pada Tabel 2.2 berikut
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Tabel 2.2
SPM/S Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
tandar Tahu Tahu Tahu Tahu Tahu Tahun Tahu Tahun
No Indikator Nasion IKK n n n n n 2022 n 2024 Catata
al 2021 2022 2024 2024 2021 (thnn-1) 2024 thnn+1) n
(thn n-2) | (thn (thnn) | (thn (thn n-2) (thn n) Analisi
n-1) n+1 S
)

1 2 3 4 ) 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah aparatur pemerintah daerah 25 org 250rg | 100 org 0 25 org 100 org 0
yangmeningkat pengetahuannya
tentang (Perencanaan Penganggaran
Responsif
Gender) PPRG
Jumlah Dudi yang mendukung 20 dudi | 20 dudi 0 0 20 dudi 0 0
pembangunan
daerah urusan PPPA
Jumlah dokumen SIGA yang tersedia 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
Jumlah Kab/Kota layak anak 1 1 1 1 2 1 1

kab/kota | kab/kota | kab/kot | kab/kota | kab/kot kab/kota | kab/kota

a a
Ju77/ah anak korban kekerasan yang 15 org 15 org 20 org 20 org 15 org 20 org 20 org
terlayani
Jumlah Lembaga layanan 10 10 10 10 10 10 10
perlindunganperempuan dan anak lembag | lembag | lembag | Lembag | lembag lembag | lembaga
yang mendapat a a a a a a
penguatan kapasitas
Jumlah stakeholder yang mengikuti kegiatan 60 org 60 org 25 org 250rg | 60org 25 org 25 org
edukasi pencegahan kekerasan
terhadapperempuan
Sumber: Kepmendgri, DPPPA Provinsi Gorontalo
(W:w)
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Dari Tabel 2.2 dapat dilihat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo yang cukup baik
meskipun terdapat beberapa capaian kinerja dibawah target bahkan ada yang
tidak tercapai, namun ada pula indikator yang capaikan kinerjanya melampaui

target.

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Dalam bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak, intervensi
berdasarkan kebutuhan yang sesuai dengan tahap kehidupan individu
diperlukan dalam mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
Pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak penting untuk memastikan anak
dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan terlindungi dari berbagai

tindak kekerasan , diskriminasi dan eksploitasi.

Perempuan merupakan salah satu sumber kekuatan dalam pembangunan.
Perempuan yang memiliki kualitas dan daya saing yang baik tentunya akan
produktif dan mampu berpartisipasi serta berkontribusi dalam pembangunan.
Kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan menjadi faktor penting
untuk memastikan keterlibatan perempuan secara bermakna dalam
pembangunan. Pemenuhan hak perempuan dicantumkan dengan jelaspada
agenda SDG’s, dari 17 goals dan 169 target dalam SDG's terdapat 16 goals dan

91 target yang terkait kesetaraan gender, hak asasi perempuan dan anak.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Gorontalo pada tahun 2023
sebesar 88,12 %. Capaian ini dibawah rata-rata nasional yang sudah pada
angka 91,07 %. IPM 70,45 % masih lebih rendah dibandingkan dengan Nasional
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71,29 %.

Pemberdayaan perempuan di Provinsi Gorontalo juga belum optimal. Hal

ini dapat dilihat pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada
September 2024 hanya sebesar 69.95 % dibandingkan laki-laki 72,9 %

e
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Untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak.

Pemerintah Provinsi Gorontalo telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1
tahun 2016, namun tindak kekerasan masih terjadi, sepanjang tahun 2020 telah terjadi
332 kasus kekerasan. Dari uraian diatas, maka itu isu-isu strategis yang akan ditangani
oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2025 adalah
sebagai berikut :

a. Pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak serta perlindungan
perempuan

b. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses review ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar perbedaanantara
rancangan awal RKPD dengan kebutuhan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo terkait pencapaian targetkinerja dan tupoksi Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak Provinsi Gorontalo pada Tahun 2025.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi GorontaloTahun
2025 bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi
Gorontalo bertanggungjawab atas meningkatnya tumbuh kembang anak,perlindunangan
terhadap perempuan dan anak, serta meningkatnya peran dan partisipasi perempuan
dalam pembangunan, dimana pada RKPD tersebut telahditentukan besaran anggaran
Pagu Indikatif untuk Belanja Langsung Urusan Wajib pada Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Tahun 2025.

Adapun pagu indikatif dalam Rancangan Awal RKPD 2025, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalomemperoleh anggaran sebesar
Rp. 9.229.217.841,00 (Sembilan Miliar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua

Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus empat puluh satu rupiah) .
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untuk belanja langsung yang berkaitan dengan pelayanan kepada
masyarakat. Peruntukan Belanja Langsung tersebut ialah untuk membiayai
program dan kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak (Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak).

Melihat usulan kebutuhan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo terkait anggaran yang
dibutuhkan guna pencapaian target RPD Provinsi Gorontalo dan usulan
Rakortekbang Provinsi Gorontalo maka anggaran tersebut kurang memadai,
karena belum mengakomodir untuk belanja kegiatan urusan penunjang
pemerintahan oleh karenanya diharapkan ada penambahan pagu. sehingga
target kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi

Gorontalo dapat tercapai sesuai RPD Provinsi Gorontalo.

Perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo
dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut :

s
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Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025
Dapat dilihat pada lampiran
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Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Di era reformasi birokrasi saat ini, proses perencanaan tidak hanya
dilakukan secara top down akan tetapi juga secara bottom up artinya pihak
pemerintah juga harus dapat mengakomodir usulan dari masyarakat terkait
rencana pembangunan daerah melalui proses musrenbang, sehingga
dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pada
Tahun 2025 tentunya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Provinsi Gorontalo juga perlu mengakomodir berbagai usulan dari
para stekholders. Dalam mengakomodir berbagai usulan dari masyarakat
terkait pelayanan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak tentunya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo perlu memperhatikan keseuaiannya
dengan tugas dan fungsi serta kemampuan secara anggaran yang
diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak ProvinsiGorontalo. Disamping itu juga memperhatikan program dan
kegiatan yang telah dirumuskan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo terkait rencana pencapaian
target RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2024-2026 serta berbagai ketentuan
peraturan perundang- undangan terkait pelaksanaan kegiatan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hal ini menyebabkan
Daftar usulan stakeholder yang diakomodir dalam penyelenggaraan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Tahun 2025

sebagaimana dalam tabel 2.5 berikut :

)
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TABEL 2.5
T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025 Provins Gorontalo

Sumber: DPPPA Provinsi Gorontalo

Adapun dengan kegiatan tersebut sebagai stimulan untuk pemberdayaan gender, memungkinkan pada tahun mendatang usulan kegiatan yang serupa
guna meningkatkan peran perempuan dalam bidang hokum, politik, sosial, dan ekonomi.

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Catatan
Volume
1 2 3 4 5 6
1 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Kota Gorontalo Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi 110 Unsur (partai politik, Organisasi
Hukum, Soisal, Dan Ekonomi Pada Organisasi peningkatan partisipasi perempuan dalam Orang Perempuan)
Kemasyarakatan. bidang hukum, politik, sosial, dan ekonomi (jumlah
peserta)
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BAB Il
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Adapun tujuan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
sebagai berikut :
1. Meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan hak perempuan

2. Meningkatkan pemenuhan hak anak

3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam
Pembangunan PPPA

4. Meningkatkan perlindungan hak perempuan dari kekerasan termasuk TPPO
5. Meningkatkan perlindungan khusus anak

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas maka arah kebijakan yangditempuh sebagai
berikut :

1. Peningkatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di
berbagai bidang pembangunan

2. Peningkatan akses pelayanan yang berkualitas bagi semua anak untuk
mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya, dengan

3. Peningkatan sinergitas dan kerjasama antara Kemen PPPA dengan lembaga
masyarakat serta peningkatan kualitas keluarga dalam percepatan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

4. Peningkatan perlindungan hak perempuan

5. Peningkatan perlindungan khusus anak

7 N
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Tujuan dan Sasaran
a. Tujuan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tujuan yang
hendak dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Provinsi Gorontalo mendatang meliputi :

1. Peningkatan kualitas Perempuan dan anak.
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
b. Sasaran.
Adapun sasaran yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo selang tahun 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya tumbuh kembang anak, perlindungan terhadap perempuandan

anak, meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan.

2. Meningkatnya kualitas urusan penunjang pemerintahan OPD.

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 Peningkatan Kualitas Indeks Pembangunan Gender 87,23%
Perempuan
Indeks Pemberdayaan Gender 67.90%
2 Peningkatan Kualitas Anak | Indeks Perlindungan Anak 73.67%
3 Meningkatnya kualitas Nilai SAKIP A
urusan penunjang pemerin
tahan OPD Indeks Kepuasan Masyarakat B
Nilai Pengelolaan Kearsipan CUKUP
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Sumber: DPPA Provinsi Gorontalo

Program dan Kegiatan
Dalam merumuskan program pemberdayaan perempuan, dan perlindungan
anak yang akan dilaksanakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Gorontalo mempertimbangkan berbagai faktor yang sekiranya dapat
mempengaruhi terhadap pencapaian tujuan. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain
target RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2024-2026, SDG’s, pagu indikatif, lokasi kegiatan,
SDM dan sarana penunjang lainnya yang dapatmempengaruhi keberhasilan suatu

program dan kegiatan.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Tahun 2025 sesuai dengan
Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sasaran Program :

1. Tersedianya dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi danpelaporan
kinerja yang baik.

2. Terkelolanya urusan kepegawaian, keuangan dan penataan organisasiserta
pengelolaan barang milik daerah secara baik.

Kegiatan :
1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
(1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
(2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
(3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danlkhtisar
()
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Realisasi Kinerja SKPD

(4) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :

(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

(2) Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian /Verivifikasi KeuanganSKPD
(3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/
Semesteran SKPD

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :

(1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas danFungsi

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :

(1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

(2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

(3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

(4) Penyediaan bahan logistik kantor

(5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

(6) Penyediaan Bahan/Material

(7) Fasilitasi Kunjungan Tamu

(8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
(9) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
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5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan :
(1) Pengadaan Meubel
(2) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
(1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
(2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

(1) Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan PajakKendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

(2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

(3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

(4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan
Perempuan

Sasaran Program :

- Meningkatnya kesetaraan gender melalui peningkatan kapasitaspelembagaan

PUG pada perangkat daerah.

- Meningkatnya kualitas hidup perempuan dibidang ekonomi, sosial danpolitik
Indikator Program :
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- Persentase anggaran responsive gender dalam APBD
- Persentase perempuan miskin yang menjadi pelaku usaha ultra mikro

- Persenatase perempuan korban kekerasan yang menjadi pelaku usahaultra
mikro

- Persentase Perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan
keputusan

- Persentase perangkat daerah yang memiliki perempuan sebagai Agen
Perubahan Lingkungan yang Responsif Gender

- Persentase Perempuan Rentan yang berdaya secara sosial.

- Kegiatan :

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga
Pemerintah Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan :

(1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG

termasuk PPRG Kewenangan Provinsi

(2) Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
(3) Kewenangan Provinsi
2. Perberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi
pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
Sub Kegiatan :

(1) Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik,
Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi

(2) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi
Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
Kewenangan Provinsi

3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan
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Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
Sub Kegiatan :

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia

Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

C. Program Perlindungan Perempuan

Sasaran Program :

Meningkatnya kualitas layanan bagi perempuan korban kekerasan
termasuk TPPO
Indikator Program :

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani Kegiatan :
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para

Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan

Perempuan Kewenangan Provinsi

D. Program Peningkatan Kualitas keluarga

Sasaran Program :

- Meningkatnya partisiapsi masyarakat dalam pemberdayaan perempuandan
perlindungan anak

Indikator Program :

- Jumlah Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang
memperoleh penguatan dan pengembangan

Kegiatan :
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan
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Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan
Provinsi

Sub Kegiatan :

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga

Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi

E. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Sasaran Program:

- Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam penyediaan datagender

dan anak

Indikator Kegiatan :

- Jumlah perangkat daerah yang memiliki data gender dan anak
Kegiatan :
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender danAnak
dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi

F. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
Sasaran Program :
- Meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak

- Meningkatnya kualitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak

Indikator Kinerja

- Persentase kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak sesuai standar

- Persentase Kabupaten/kota dengan peringkat KLA

DS
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Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan anggaran responsiveanak

Kegiatan :

Pelembagaan PHA (Pemenuhan Hak Anak) pada Lembaga Pemerintah,Non
Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan :

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada
Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha

Kewenangan Provinsi

G. Program Perlindungan Khusus Anak

Sasaran Program :

Meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan

perlindungan khusus.

Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak
Meningkatnya kualitas perlindungan terhadap kasus-kasus anak

Meningkatnya kualitas kelembagaan perlindungan anak

Indikator Program :

Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang
memperoleh layanan sesuai standar

Persentase kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang
diselesaikan dengan pendekatan keadilan restorative

Persentase Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang
memiliki sarana pendukung sesuai standar

Kegiatan :

1. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan

Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi

DS
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Sub Kegiatan :

Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang

memerlukan perlindungkan khusus Kewenangan Provinsi
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagiAnak
yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :

Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia

Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan KhususKewenangan Provinsi.
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Rencana Kerja DPPPAProvinsi Gorontalo 2026

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja, pendanaan dan rincian atas target, pagu indikatif, danlokasi
pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Provinsi Gorontalo Tahun 2025 dapat dilihat pada table 3.3 berikut ini :

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025Dan Perkiraan Maju
Tahun 2026 Provinsi Gorontalo

(dapat dilihat pada lampiran )

3
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Rencana Kerja DPPPAProvinsi Gorontalo 2026

BABV
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Provinsi Gorontalo Tahun 2025 merupakan sebuah produk rencana kerjasama dari
seluruh komponen organisasi melalui pembahasan- pembahasan yang melibatkan lintas
sektoral dan lintas Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah
Provinsi Gorontalo.

Rencana Kerja yang telah tersusun ini tidak dapat semata-mata dijadikan sebuah
komitmen, tetapi sangat penting sebagai pedoman dan acuan kerja bagi seluruh unsur
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo dalam
mewujudkan pencapaian tujuan.

Kondisi objektif organisasi mengisyaratkan betapa pentingnya implementasi
sebuah komitmen, oleh karenanya Rencana Kerja yang tersusunini harus dapat dijadikan
fungsi sebagai berikut :

1. Secara konsisten dijadikan pedoman dan acuan dasar serta diimplementasikan
ke dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, baik dalam lingkungan internal
maupun eksternal;

2. Sebagai pengikat yang sinergis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo

3. Merupakan landasan bagi Rencana Kerja tahap berikutnya.

Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dalam
mengaktualisasikan Renja ini sangat diharapkan, yang pada gilirannya akan mampu

mendorong perwujudan tujuan pemebrdayaan perempuan dan perlindungan anak.
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DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2026

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG NDIKATOR PROGRAM / T:KRHG|ET REALISASI Plé,:gz,:QN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2027
NO KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
OUTCOME / KEGIATAN / KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN OPD TAHUN 2024 2025 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 7.000.000.000,00 9.622.179.890,00
2 URUSAN PEMERINTAHAN 7.000.000.000,00 9.622.179.890,00
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN 7.000.000.000,00 9.622.179.890,00
BIDANG PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
1. 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG 4.949.671.918,00 5.322.179.890,00
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI
[ Meningkatnya layanan Persentase terpenuhinya 100 100 100 100 4.949.671.918,00 | - - - - 5.322.179.890,00 | -
penunjang urusan penunjang urusan
pemerintahan ] pemerintahan daerah
2.08.01.1.01 Perencanaan, Jumlah Laporan Evaluasi - 4 Dokumen 175.791.000,00 Memperkua | - 435.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN
Penganggaran, dan Evaluasi | Kinerja Perangkat Daerah t pembangu PEREMPUAN DAN
Kinerja Perangkat Daerah nan sumber PERLINDUNGAN ANAK
daya
manusia
(SDM),
sains,
teknologi,
pendidikan,
kesehatan,
prestasi
olahraga,
kesetaraan
gender,
serta
penguatan
peran pere
mpuan,
pemuda
(generasi
milenial
dan
generasi
Z), dan pen
yandang
disabilitas.

2.08.01.1.01.0001

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-07 10:02:56
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NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL | DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

4

8

9

10

11

12 13

14

15

16

17

Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

1 Dokumen

175.791.000,00

Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkua | -
t pembangu
nan sumber
daya
manusia
(SDM),
sains,
teknologi,
pendidikan,
kesehatan,
prestasi
olahraga,
kesetaraan
gender,
serta
penguatan
peran pere
mpuan,
pemuda
(generasi
milenial
dan
generasi
Z), dan pen
yandang
disabilitas.

400.000.000,00

DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

2.08.01.1.01.0007

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

1 Laporan

0,00

Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkua | -
t pembangu
nan sumber
daya
manusia
(SDM),
sains,
teknologi,
pendidikan,
kesehatan,
prestasi
olahraga,
kesetaraan
gender,
serta
penguatan
peran pere
mpuan,
pemuda
(generasi
milenial
dan
generasi
Z), dan pen
yandang
disabilitas.

35.000.000,00

DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
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NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL | DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

2

3

4

8

9

10

11

12 13

14

15

16

17

2.08.01.1.02

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

33 Orang

3.656.282.336,00

Memperkua | -
t pembangu
nan sumber
daya
manusia
(SDM),
sains,
teknologi,
pendidikan,
kesehatan,
prestasi
olahraga,
kesetaraan
gender,
serta
penguatan
peran pere
mpuan,
pemuda
(generasi
milenial
dan
generasi
Z), dan pen
yandang
disabilitas.

3.667.179.890,00

DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

2.08.01.1.02.0001

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

29 Orang/
Bulan

3.656.282.336,00

Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkua | -
t pembangu
nan sumber
daya
manusia
(SDM),
sains,
teknologi,
pendidikan,
kesehatan,
prestasi
olahraga,
kesetaraan
gender,
serta
penguatan
peran pere
mpuan,
pemuda
(generasi
milenial
dan
generasi
Z), dan pen
yandang
disabilitas.

3.667.179.890,00

DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

2.08.01.1.05

Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Monitoring,
Evaluasi, dan Penilaian
Kinerja Pegawai

1 Dokumen

0,00

200.000.000,00

DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

2.08.01.1.05.0009

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
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TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN i b SN,
UIRIUS A ¢ ST INDIKATOR PROGRAM / AKHIR REAL S CAPAIAN TAHUN 2027
NO KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
OUTCOME / KEGIATAN / KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN OPD TAHUN 2024 2025 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Pegawai 10 Orang 0,00 | Semua DANA ALOKASI | - - 200.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN
Berdasarkan Tugas dan Kota/Kab, UMUM (DAU) PEREMPUAN DAN
Fungsi yang Mengikuti Semua PERLINDUNGAN ANAK
Pendidikan dan Pelatihan Kecamatan,
Semua Kel/Desa
2.08.01.1.06 Administrasi Umum Jumlah Paket Peralatan dan 1 Dokumen 30.000.000,00 - - 200.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN
Perangkat Daerah Perlengkapan Kantor yang PEREMPUAN DAN
Disediakan PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan 1 Paket 30.000.000,00 | Semua DANA ALOKASI | - - 200.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN
Perlengkapan Kantor yang Kota/Kab, UMUM (DAU) PEREMPUAN DAN
Disediakan Semua PERLINDUNGAN ANAK
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang | Jumlah Laporan Penyediaan 1 Laporan 918.446.482,00 - - 620.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN
Urusan Jasa Peralatan dan 1 Laporan PEREMPUAN DAN
Perlengkapan Kantor yang PERLINDUNGAN ANAK
Pemerintahan Daerah Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan
2.08.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan 1 Laporan 0,00 | Semua DANA ALOKASI | - - 20.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN
Jasa Peralatan dan Kota/Kab, UMUM (DAU) PEREMPUAN DAN
Perlengkapan Kantor yang Semua PERLINDUNGAN ANAK
Disediakan Kecamatan,
Semua Kel/Desa
2.08.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan 1 Laporan 918.446.482,00 | Semua DANA ALOKASI | - - 600.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN
Jasa Pelayanan Umum Kota/Kab, UMUM (DAU) PEREMPUAN DAN
Kantor yang Disediakan Semua PERLINDUNGAN ANAK
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Jumlah Kendaraan 4 Unit 169.152.100,00 - - 200.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN
Daerah Penunjang Urusan Perorangan Dinas atau PEREMPUAN DAN
Pemerintahan Daerah Kendaraan Dinas Jabatan PERLINDUNGAN ANAK
yang Dipelihara dan
Dibayarkan Pajaknya
2.08.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan 4 Unit 169.152.100,00 | Semua DANA ALOKASI | - - 200.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN
Perorangan Dinas atau Kota/Kab, UMUM (DAU) PEREMPUAN DAN
Kendaraan Dinas Jabatan Semua PERLINDUNGAN ANAK
yang Dipelihara dan Kecamatan,
Dibayarkan Pajaknya Semua Kel/Desa
2. 2.08.02 PROGRAM 1.500.000.000,00 2.200.000.000,00
PENGARUSUTAMAAN
GENDER DAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG NDIKATOR PROGRAN / TAAKRHGllFEQT REALISASI PIé;:I;LI:\’IQQN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2027
NO KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
OUTCOME / KEGIATAN / KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN OPD TAHUN 2024 2025 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
[ Meningkatnya kualitas Persentase Anggaran 3.038 0.23 0.73 1.03 1.500.000.000,00 | - - - - - 2.200.000.000,00 | -
dan efektivitas Responsif Gender (ARG)
penyelenggaran PUG dan 75.24 69.95 71.12 71.94
peran perempuan dalam Tingkat Partisipasi
pembangunan ] Angkatan Kerja (TPAK)
Perempuan
2.08.02.1.01 Pelembagaan jumlah dokumen hasil - 1 Dokumen 0,00 - Peningkata | Lembaga 500.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN
Pengarusutamaan Gender monitoring dan evaluasi n PEREMPUAN DAN
(PUG) pada Lembaga penyelenggaraan PUG ketahanan PERLINDUNGAN ANAK
Pemerintah Kewenangan kewenangan provinsi keluarga, p
Provinsi engarusuta
maan
gender dan
inklusi
sosial
dalam pem
bangunan
daerah
2.08.02.1.01.0009 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi
jumlah dokumen hasil 1 laporan 0,00 | Kab. Gorontalo - - Peningkata | Lembaga 200.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN
monitoring dan evaluasi Utara, Semua n PEREMPUAN DAN
penyelenggaraan PUG Kecamatan, ketahanan PERLINDUNGAN ANAK
kewenangan provinsi Semua Kel/Desa keluarga, p
Kab. Bone engarusuta
Bolango, Semua maan
Kecamatan, gender dan
Semua Kel/Desa inklusi
Kab. Pohuwato, sosial
Semua dalam pem
Kecamatan, bangunan
Semua Kel/Desa daerah
Kota Gorontalo,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Gorontalo,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Boalemo,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
2.08.02.1.01.0011 Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
jumlah OPD (provinsi) dan 1 Lembaga 0,00 | Semua DANA ALOKASI | - Peningkata | Lembaga 100.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN
kab/kota yang mendapatkan Kota/Kab, UMUM (DAU) n PEREMPUAN DAN
pendampingan Semua ketahanan PERLINDUNGAN ANAK
Kecamatan, keluarga, p
Semua Kel/Desa engarusuta
maan
gender dan
inklusi
sosial
dalam pem
bangunan
daerah
- - - - - - 1.500.000.000,00 | - - - - - 2.200.000.000,00 | -
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG NDIKATOR PROGRAN / TAAKRHGllFEeT REALISASI Plé,:ﬁfl,:ﬁN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2027
NO KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
OUTCOME / KEGIATAN / KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN OPD TAHUN 2024 2025 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2.08.02.1.01.0012 Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi
Jumlah pemangku 0 Lembaga 0,00 | Semua DANA ALOKASI | - - Lembaga 200.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN
kepentingan tingkat provinsi Kota/Kab, UMUM (DAU) PEREMPUAN DAN
dan kabupaten/kota yang Semua PERLINDUNGAN ANAK
mendapatkan advokasi dan Kecamatan,
sosialisasi (lembaga Semua Kel/Desa
pemerintah dan non
pemerintah)
[ Meningkatnya kualitas Persentase Anggaran 3.038 0.23 0.73 1.03 1.500.000.000,00 | - - - - - 2.200.000.000,00 | -
dan efektivitas Responsif Gender (ARG)
penyelenggaran PUG dan 75.24 69.95 71.12 71.94
peran perempuan dalam Tingkat Partisipasi
pembangunan ] Angkatan Kerja (TPAK)
Perempuan
2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Jumlah lembaga masyarakat | - 3 lembaga 1.500.000.000,00 Memperkua | - Lembaga 1.500.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN
Bidang Politik, Hukum, dan pemerintah tingkat t pembangu PEREMPUAN DAN
Sosial, dan Ekonomi pada provinsi yang mendapatkan nan sumber PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi KeMasyarakatan | advokasi daya
Kewenangan Provinsi manusia
(SDMm),
sains,
teknologi,
pendidikan,
kesehatan,
prestasi
olahraga,
kesetaraan
gender,
serta
penguatan
peran pere
mpuan,
pemuda
(generasi
milenial
dan
generasi
Z), dan pen
yandang
disabilitas.

2.08.02.1.02.0005

Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi
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NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL | DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

4

8

9

10

11

12 13

14

15

16

17

Jumlah lembaga masyarakat
dan pemerintah tingkat
provinsi yang mendapatkan
advokasi

3 Lembaga

1.500.000.000,00

Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkua | -
t pembangu
nan sumber
daya
manusia
(SDM),
sains,
teknologi,
pendidikan,
kesehatan,
prestasi
olahraga,
kesetaraan
gender,
serta
penguatan
peran pere
mpuan,
pemuda
(generasi
milenial
dan
generasi
Z), dan pen
yandang
disabilitas.

Lembaga

1.500.000.000,00

DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

2.08.02.1.03

Penguatan dan
Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan
Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Provinsi

Jumlah LPLPP tingkat
provinsi yang mendapatkan
advokasi dan sosialisasi
(lembaga pemerintah dan
non pemerintah)

5 Lembaga

0,00

Memperkua | -
t pembangu
nan sumber
daya
manusia
(SDM),
sains,
teknologi,
pendidikan,
kesehatan,
prestasi
olahraga,
kesetaraan
gender,
serta
penguatan
peran pere
mpuan,
pemuda
(generasi
milenial
dan
generasi
Z), dan pen
yandang
disabilitas.

Lembaga

200.000.000,00

DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

2.08.02.1.03.0011

Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi
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NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL | DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

4

8

10

11

12 13

14

15

16

17

Jumlah LPLPP tingkat
provinsi yang mendapatkan
advokasi dan sosialisasi
(lembaga pemerintah dan
non pemerintah)

10 Lembaga

0,00

Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkua | -
t pembangu
nan sumber
daya
manusia
(SDM),
sains,
teknologi,
pendidikan,
kesehatan,
prestasi
olahraga,
kesetaraan
gender,
serta
penguatan
peran pere
mpuan,
pemuda
(generasi
milenial
dan
generasi
Z), dan pen
yandang
disabilitas.

Lembaga

200.000.000,00

DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

2.08.03

PROGRAM
PERLINDUNGAN
PEREMPUAN

100.000.000,00

450.000.000,00

[ Menurunnya kekerasan
terhadap perempuan ]

Persentase Perempuan
Korban Kekerasan dan
TPPO yang Mendapatkan
Layanan Komprehensif

100

100

100

100

100.000.000,00

450.000.000,00

2.08.03.1.01

Pencegahan Kekerasan
terhadap Perempuan yang
melibatkan para Pihak
Lingkup Daerah Provinsi dan
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah pengambil kebijakan
dan pemangku kepentingan
yang mendapatkan Advokasi
dan sosialisasi pencegahan
KtP tingkat provinsi,
masyarakat, serta Kab/Kota

1 lembaga

0,00

Memperkua | -
t pembangu
nan sumber
daya
manusia
(SDM),
sains,
teknologi,
pendidikan,
kesehatan,
prestasi
olahraga,
kesetaraan
gender,
serta
penguatan
peran pere
mpuan,
pemuda
(generasi
milenial
dan
generasi
Z), dan pen
yandang
disabilitas.

Lembaga

250.000.000,00

DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

2.08.03.1.01.0007

Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi

SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-07 10:02:56
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NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL | DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

4

8

10

11

12 13

14

15

16

17

Jumlah pengambil kebijakan
dan pemangku kepentingan
yang mendapatkan Advokasi
dan sosialisasi pencegahan
KtP tingkat provinsi,
masyarakat, serta Kab/Kota

6 Kegiatan

0,00

Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkua | -
t pembangu
nan sumber
daya
manusia
(SDM),
sains,
teknologi,
pendidikan,
kesehatan,
prestasi
olahraga,
kesetaraan
gender,
serta
penguatan
peran pere
mpuan,
pemuda
(generasi
milenial
dan
generasi
Z), dan pen
yandang
disabilitas.

Lembaga

250.000.000,00

DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

2.08.03.1.02

Penyediaan Layanan
Rujukan Lanjutan bagi
Perempuan Korban
Kekerasan yang memerlukan
Koordinasi Tingkat Daerah
Provinsi dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Perempuan Korban
Kekerasan yang
mendapatkan Layanan
Pengaduan atau
Penjangkauan korban
Tingkat Daerah Provinsi dan
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

40 orang

100.000.000,00

Memperkua | -
t pembangu
nan sumber
daya
manusia
(SDM),
sains,
teknologi,
pendidikan,
kesehatan,
prestasi
olahraga,
kesetaraan
gender,
serta
penguatan
peran pere
mpuan,
pemuda
(generasi
milenial
dan
generasi
Z), dan pen
yandang
disabilitas.

Lembaga

200.000.000,00

DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

2.08.03.1.02.0008

Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-07 10:02:56
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NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL

DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

4

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Jumlah Perempuan Korban
Kekerasan yang
mendapatkan Layanan
Pengaduan atau
Penjangkauan korban
Tingkat Daerah Provinsi dan
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

10 Orang

100.000.000,00

Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkua
t pembangu
nan sumber
daya
manusia
(SDM),
sains,
teknologi,
pendidikan,
kesehatan,
prestasi
olahraga,
kesetaraan
gender,
serta
penguatan
peran pere
mpuan,
pemuda
(generasi
milenial
dan
generasi
Z), dan pen
yandang
disabilitas.

Lembaga

200.000.000,00

DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

2.08.04

PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS KELUARGA

0,00

300.000.000,00

[ Meningkatnya kualitas
keluarga dalam
mendukung kesetaraan
gender pemenuhan hak,
serta perlindungan
perempuan dan anak ]

Pembelajaran Keluarga
(Puspaga) yang
Berperspektif Gender dan
Hak Anak Sesuai

0,00

300.000.000,00

2.08.04.1.01

Peningkatan Kualitas
Keluarga dalam Mewujudkan
Kesetaraan Gender (KG) dan
Hak Anak Kewenangan
Provinsi

Jumlah pengambil kebijakan
dan pemangku kepentingan
yang mendapatkan Advokasi
dan sosialisasi peningkatan
kualitas keluarga
Kewenangan Provinsi dan
Lintas Kabupaten/Kota

10 Dokumen

0,00

Memperkua
t pembangu
nan sumber
daya
manusia
(SDM),
sains,
teknologi,
pendidikan,
kesehatan,
prestasi
olahraga,
kesetaraan
gender,
serta
penguatan
peran pere
mpuan,
pemuda
(generasi
milenial
dan
generasi
Z), dan pen
yandang
disabilitas.

Peningkata
n
ketahanan
keluarga, p
engarusuta
maan
gender dan
inklusi
sosial
dalam pem
bangunan
daerah

Lembag

100.000.000,00

DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

2.08.04.1.01.0007

Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota

SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-07 10:02:56
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TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN i b SN,
UIRIUS A ¢ ST INDIKATOR PROGRAM / AKHIR REAL S CAPAIAN TAHUN 2027
NO KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
OUTCOME / KEGIATAN / KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN OPD TAHUN 2024 2025 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah pengambil kebijakan 10 Lembaga 0,00 | Semua DANA ALOKASI | Memperkua | Peningkata | Lembag 100.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN
dan pemangku kepentingan Kota/Kab, UMUM (DAU) t pembangu | n PEREMPUAN DAN
yang mendapatkan Advokasi Semua nan sumber | ketahanan PERLINDUNGAN ANAK
dan sosialisasi peningkatan Kecamatan, daya keluarga, p
kualitas keluarga Semua Kel/Desa manusia engarusuta
Kewenangan Provinsi dan (SDM), maan
Lintas Kabupaten/Kota sains, gender dan
teknologi, inklusi
pendidikan, | sosial
kesehatan, | dalam pem
prestasi bangunan
olahraga, daerah
kesetaraan
gender,
serta
penguatan
peran pere
mpuan,
pemuda
(generasl
milenial
dan
generas
Z), dan pen
yandang
disabilitas.
- - - - - - 0,00 | - - - - - 300.000.000,00 | -
2.08.04.1.02 Penguatan dan Jumlah Lembaga Penyedia - 10 Lembaga 0,00 - - - 200.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN
Pengembangan Lembaga Layanan Peningkatan PEREMPUAN DAN
Penyedia Layanan Kualitas Keluarga yang PERLINDUNGAN ANAK
Peningkatan Kualitas mendapatkan pendampingan
Keluarga dalam Mewujudkan
KG dan Hak Anak
Kewenangan Provinsi
2.08.04.1.02.0005 penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
Jumlah kerjasama antar 10 Lembaga 0,00 | Semua DANA ALOKASI | - - - 200.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN
Lembaga Penyedia Layanan Kota/Kab, UMUM (DAU) PEREMPUAN DAN
Peningkatan Kualitas Semua PERLINDUNGAN ANAK
Keluarga Kewenangan Kecamatan,
Provinsi Semua Kel/Desa
5. 2.08.05 PROGRAM 0,00 100.000.000,00
PENGELOLAAN SISTEM
DATA GENDER DAN ANAK
[ Meningkatnya Tingkat Pemanfaatan Data | 100 100 100 100 0,00 | - - - - - 100.000.000,00 | -
pemanfaatan data gender Gender dan Anak dalam
dan anak ] Perencanaan, Evaluas
dan/atau Penyusunan

SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-07 10:02:56
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NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL

DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

2

3

4

8

10

11

12 13

14

15

16

17

2.08.05.1.01

Pengumpulan, Pengolahan
Analisis dan Penyajian Data
Gender dan Anak dalam
Kelembagaan Data di
Tingkat Daerah Provinsi

Jumlah dokumen hasil
penguatan dan peningkatan
kualitas data kekerasan
terhadap perempuan dan
anak hasil pencatatan dan
pelaporan melalui Simfoni
PPA

1 Dokumen

0,00

Memperkua | -
t pembangu
nan sumber
daya
manusia
(SDM),
sains,
teknologi,
pendidikan,
kesehatan,
prestasi
olahraga,
kesetaraan
gender,
serta
penguatan
peran pere
mpuan,
pemuda
(generasi
milenial
dan
generasi
Z), dan pen
yandang
disabilitas.

Lembaga

100.000.000,00

DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

2.08.05.1.01.0005

Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi

Jumlah Dokumen Data
Gender dan Anak Provinsi
yang Tersedia

1 Dokumen

0,00

Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkua | -
t pembangu
nan sumber
daya
manusia
(SDM),
sains,
teknologi,
pendidikan,
kesehatan,
prestasi
olahraga,
kesetaraan
gender,
serta
penguatan
peran pere
mpuan,
pemuda
(generasi
milenial
dan
generasi
Z), dan pen
yandang
disabilitas.

Lembaga

100.000.000,00

DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

2.08.06

PROGRAM PEMENUHAN
HAK ANAK (PHA)

203.050.000,00

300.000.000,00

[ Terjaminnya pemenuhan
hak semua anak secara
komprehensif ]

Indeks Pemenuhan Hak
Anak (IPHA)

Indeks Perlindungan
Khusus Anak (IPKA)

66.60

75.40

59.82

75.75

60.95

75.70

62.08

75.65

203.050.000,00

300.000.000,00

SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-07 10:02:56
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG NDIKATOR PROGRAN / Tﬁ}?HGlIFEQT REALISASI Plé,:ﬁfl,:ﬁN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2027
NO KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
OUTCOME / KEGIATAN/ KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN OPD TAHUN 2024 2025 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Jumlah pemangku 6 Dokumen 203.050.000,00 Memperkua | Peningkata | Lembaga 300.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN
Lembaga Pemerintah, Non kepentingan tingkat provinsi t pembangu | n PEREMPUAN DAN
Pemerintah, dan Dunia dan kabupaten/kota yang nan sumber | ketahanan PERLINDUNGAN ANAK
Usaha Kewenangan Provinsi | mendapatkan advokasi dan daya keluarga, p
sosialisasi Pelaksanaan manusia engarusuta
Kebijakan Pemenuhan Hak (SDM), maan
Anak Kewenangan Provinsi sains, gender dan
teknologi, inklusi
pendidikan, | sosial
kesehatan, | dalam pem
prestasi bangunan
olahraga, daerah
kesetaraan
gender,
serta
penguatan
peran pere
mpuan,
pemuda
(generasl
milenial
dan
generas
Z), dan pen
yandang
disabilitas.
2.08.06.1.01.0007 Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak AnakKewenangan Provinsi
Jumlah pemangku 6 Kab/Kota 203.050.000,00 | Semua DANA ALOKASI | Memperkua | Peningkata | Lembaga 300.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN
kepentingan tingkat provinsi Lembaga Kota/Kab, UMUM (DAU) t pembangu | n PEREMPUAN DAN
dan kabupaten/kota yang Semua nan sumber | ketahanan PERLINDUNGAN ANAK
mendapatkan advokasi dan Kecamatan, daya keluarga, p
sosialisasi Pelaksanaan Semua Kel/Desa manusia engarusuta
Kebijakan Pemenuhan Hak (SDM), maan
Anak Kewenangan Provinsi sains, gender dan
teknologi, inklusi
pendidikan, | sosial
kesehatan, | dalam pem
prestasi bangunan
olahraga, daerah
kesetaraan
gender,
serta
penguatan
peran pere
mpuan,
pemuda
(generas
milenial
dan
generas
Z), dan pen
yandang
disabilitas.
7. 2.08.07 PROGRAM 247.278.082,00 950.000.000,00
PERLINDUNGAN KHUSUS
ANAK

SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-07 10:02:56
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NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025 2026

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL | DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

3

4

9

10

11

12 13

14

15 16

17

[ Meningkatnya
pencegahan dan
penanganan tindak
kekerasan eksploitasi,
penelantaran, perkawinan
dan perlakuan salah
lainnya terhadap anak ]

Indeks Perlindungan
Khusus Anak (IPKA)

Persentase Anak
Memerlukan Perlindungan
Khusus yang Mendapatkan
Layanan Komprehensif

100

89.03

100

69.11

100 100

72.43 75.75

247.278.082,00

950.000.000,00

2.08.07.1.01

Pencegahan Kekerasan
terhadap Anak yang
Melibatkan para Pihak
Lingkup Daerah Provinsi dan
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah SDM yang mendapat
Peningkatan kapasitas
pencegahan KtA
Kewenangan Provinsi

10 Orang

97.278.082,00

Memperkua | -
t pembangu
nan sumber
daya
manusia
(SDM),
sains,
teknologi,
pendidikan,
kesehatan,
prestasi
olahraga,
kesetaraan
gender,
serta
penguatan
peran pere
mpuan,
pemuda
(generasi
milenial
dan
generasi
Z), dan pen
yandang
disabilitas.

Layanan

400.000.000,00

DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

2.08.07.1.01.0007

Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pe

mangku kepenti

ngan Kewenangan Provinsi

Jumlah pengambil kebijakan
dan pemangku kepentingan
yang mendapatkan Advokasi
dan sosialisasi pencegahan
KtA tingkat provinsi,
masyarakat, serta Kab/Kota

Lembaga

6 Kab/Kota

97.278.082,00

Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkua | -
t pembangu
nan sumber
daya
manusia
(SDM),
sains,
teknologi,
pendidikan,
kesehatan,
prestasi
olahraga,
kesetaraan
gender,
serta
penguatan
peran pere
mpuan,
pemuda
(generasi
milenial
dan
generasi
Z), dan pen
yandang
disabilitas.

Layanan

400.000.000,00

DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG NDIKATOR PROGRAN / TAAKRHGllFEeT REALISASI Pﬁiﬁﬁﬁﬁl\l CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2027
NO KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
OUTCOME / KEGIATAN / KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN OPD TAHUN 2024 2025 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Jumlah Anak Korban - 35 Orang 150.000.000,00 - Peningkata 350.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN
Anak yang Memerlukan Kekerasan yang n PEREMPUAN DAN
Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan ketahanan PERLINDUNGAN ANAK
Memerlukan Koordinasi Pengaduan atau keluarga, p
Tingkat Daerah Provinsi Penjangkauan korban engarusuta
Tingkat Daerah Provinsi dan maan
Lintas Daerah gender dan
Kabupaten/Kota inklusi
sosial
dalam pem
bangunan
daerah
2.08.07.1.02.0008 Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Anak Korban 35 Orang 150.000.000,00 | - DANA ALOKASI | - Peningkata 200.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN
Kekerasan yang UMUM (DAU) n PEREMPUAN DAN
mendapatkan pendampingan ketahanan PERLINDUNGAN ANAK
korban Tingkat Daerah keluarga, p
Provinsi dan Lintas Daerah engarusuta
Kabupaten/Kota maan
gender dan
inklusi
sosial
dalam pem
bangunan
daerah
2.08.07.1.02.0010 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Anak Korban 35 Orang 0,00 | Semua DANA ALOKASI | - Peningkata 150.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN
Kekerasan yang Kota/Kab, UMUM (DAU) n PEREMPUAN DAN
mendapatkan Layanan Semua ketahanan PERLINDUNGAN ANAK
Pengaduan atau Kecamatan, keluarga, p
Penjangkauan korban Semua Kel/Desa engarusuta
Tingkat Daerah Provinsi dan maan
Lintas Daerah gender dan
Kabupaten/Kota inklusi
sosial
dalam pem
bangunan
daerah
2.08.07.1.03 Penguatan dan jumlah SDM Lembaga - 2 lembaga 0,00 - - 200.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN
Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak PEREMPUAN DAN
Penyedia Layanan bagi Anak | yang Memerlukan PERLINDUNGAN ANAK
yang Memerlukan Perlindungan Khusus
Perlindungan Khusus Tingkat
Daerah Provinsi dan Lintas
Daerah Kabupaten/Kota
2.08.07.1.03.0006 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi
Jumlah KIE Perlindungan 6 Kab/Kota 0,00 | Semua DANA ALOKASI | - - 200.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN
AMPK Kewenangan Provinsi Dokumen Kota/Kab, UMUM (DAU) PEREMPUAN DAN
Semua PERLINDUNGAN ANAK
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

JUMLAH

7.000.000.000,00

9.622.179.890,00

SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-07 10:02:56

Halaman 15




TABEL 2.4
TABEL T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
PROVINSI GORONTALO

SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo

G HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN
PROGRAM/ TARGET PAGU PROGRAM/ TARGET PENTING

KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA CAPAIAN INDIKATIF KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA CAPAIAN KEBUTUHAN DANA

-+ {2 ! s 4 ! s e 7 [ & | o [ t [ 1 | 12 |

Semua Semua
Perencanaan, Kota/Kab, Kota/Kab,
Penganggaran, dan Semua Persentase Kegiatan Perencanaan Perencanaan, Penganggaran, Semua Persentase Kegiatan Perencanaan
1 P S 100% 373.769.000 | |dan Evaluasi Kinerja S 100% 373.769.000
Evaluasi Kinerja Kecamatan, ||Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kecamatan, | [Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah Semua Semua
Kel/Desa Kel/Desa
Semua . Semua .
Gap, ||l g meren ||l g mene
2 Administrasi Keuangan Semua Jumlah Dokumen 29 ORANG 3.617.180.070 Administrasi Keuangan Semua Jumlah Dokumen 29 ORANG 3.507.180.070
Perangkat Daerah Kecamatan, 32 dok Perangkat Daerah Kecamatan, 32 dok
Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat
Semua Daerah Semua Daerah
Kel/Desa Kel/Desa
Semua Semua
Administrasi gg:ﬁ:ab, Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian gg::ﬂ(:b’ Persentase Pelaksanaan
3 Kepegawaian Perangkat Administrasi Kepegawaian 100% 190.563.000 peg Administrasi Kepegawaian 100% 190.563.000
Kecamatan, Perangkat Daerah Kecamatan,
Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Semua Semua
Kel/Desa Kel/Desa
Semua Semua
Administrasi Umum gg:ﬂ(aab’ Persentase Peralatan dan Administrasi Umum Perangkat g::ﬂ(aaby Persentase Peralatan dan
4 Perlengkapan Kantor yang 100% 279.950.900 9 Perlengkapan Kantor yang 100% 279.950.900
Perangkat Daerah Kecamatan, - Daerah Kecamatan, -
Disediakan Disediakan
Semua Semua
Kel/Desa Kel/Desa
Semua Semua
[P)zr;gr;:: ?,aer:f:.;ng Milik g::ﬂ?b’ Jumlah Pengadaan Barang Pengadaan Barang Milik gg::{gab, Jumlah Pengadaan Barang
5 jang Milik Daerah Penunjang 1unit 596.309.000 | |Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang Junit 596.309.000
Urusan Pemerintah Kecamatan, N X Kecamatan, .
Urusan Pemerintahan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan
Daerah Semua Semua
Kel/Desa Kel/Desa
Semua Semua
. Kota/Kab, Jumlah laporan penyediaan Kota/Kab, Jumlah laporan penyediaan
Penyediaan Jasa Semua jasa peralatan dan Penyediaan Jasa Penunjang [Semua jasa peralatan dan
6 | [Penunjang Urusan jasa p: 1 Laporan 665.610.000 Y ! Jang Jasa p 1 Laporan 649.770.000
- Kecamatan, ||perlengkapan kantor yang Urusan Pemerintahan Daerah |Kecamatan, | |perlengkapan kantor yang
Pemerintahan Daerah o NI
Semua disediakan Semua disediakan
Kel/Desa Kel/Desa
Semua Semua
Pemeliharaan Barang Kota/Kab, Persentase Pemeliharaan Pemeliharaan Barang Milik Kota/Kab, Persentase Pemeliharaan
7 Milik Daerah Pgnunjang Semua Barang Milik Daerah 100% 258.779.500 | |Daerah Penunjang Urusan Semua Barang Milik Daerah 100% 258.779.500
Urusan Pemerintahan Kecamatan, |[Penunjang Urusan . Kecamatan, | [Penunjang Urusan
A Pemerintahan Daerah A
Daerah Semua Pemerintahan Daerah Semua Pemerintahan Daerah
Kel/Desa Kel/Desa




RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN

PENTIN
PROGRAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET AL PROGRAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET G

KEGIATAN CAPAIAN INDIKATIF KEGIATAN capaian  KEBUTUHAN DANA

! 2 ! s [ 4 1 s ! s 7 | s [ s [ 10 [ u [ 12 |

Jumlah Perangkat Daerah Jumlah Perangkat Daerah
Pelembagaan Semua yang mengikuti advokasi Pelembagaan Semua yang mengikuti advokasi
9 Kota/Kab, ||Kebijakan dan 9 Kota/Kab, | |Kebijakan dan
Pengarusutamaan Semua endampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Semua endampingan Pelaksanaan
1 | |Gender (PUG) Pada P ping 40 opd 248.320.950 | |(PUG) Pada Lembaga P ping 40 opd 240.620.950
N Kecamatan, ||Pengarustamaan Gender " Kecamatan, | [Pengarustamaan Gender
Lembaga Pemerintah Pemerintah Kewenangan
Kewenangan Provinsi Semua (PUG) termasuk Provinsi Semua (PUG) termasuk
9 Kel/Desa Perencanaan Pembangunan Kel/Desa Perencanaan Pembangunan
Responsif Gender (PPRG) Responsif Gender (PPRG)
Jumlah Organisasi Mayrakat Jumlah Organisasi Mayrakat
Perberdayaan Perempuan|Semua yang mengikuti Advokasi Perberdayaan Perempuan Semua yang mengikuti Advokasi
Bidang Politik, Hukum, Kota/Kab, Kebijakan dan N yaa P . |Kota/Kab, Kebijakan dan
Sosial, dan Ekonomi pada |Semua Pendampingan Peningkatan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Semua Pendampingan Peningkatan
2 » car P damping 9 3 orgnssi 1.500.000.000 | |dan Ekonomi pada Organisasi damping 9 3 orgnssi 1.500.000.000
Organisasi Kecamatan, ||Partisipasi Perempuan dalam Kemasyarakatan Kecamatan, | [Partisipasi Perempuan dalam
Kemasyarakatan Semua Politik, Hukum, Sosial dan Kewen:n an Provinsi Semua Politik, Hukum, Sosial dan
Kewenangan Provinsi Kel/Desa Ekonomi Kewenangan 9 Kel/Desa Ekonomi Kewenangan
Provinsi Provinsi
Penguatan dan Semua Jumlah Lembaga Penyedia Penguatan dan Semua Jumlah Lembaga Penyedia
Pengembangan Lembaga |Kota/Kab, 9 Y 9 Kota/Kab, 9 Y
Penyedia Layanan Semua Layanan Pemberdayaan Pengembangan Lembaga Semua Layanan Pemberdayaan
3 Perempuan Kewenangan 30 PLP 143.904.841 | |Penyedia Layanan Perempuan Kewenangan 30 PLP 143.904.841
Pemberdayaan Kecamatan, L Kecamatan, L
Provinsi yang mendapat Pemberdayaan Perempuan Provinsi yang mendapat
Perempuan Kewenangan |Semua ! X . Semua 7 N
L Advokasi dan Pendampingan Kewenangan Provinsi Advokasi dan Pendampingan
Provinsi Kel/Desa Kel/Desa

Pencegahan Kekerasan
terhadap Perempuan Semua Jumlah Perangkat Daerah Pencegahan Kekerasan Semua Jumlah Perangkat Daerah
Kota/Kab, R terhadap Perempuan yang Kota/Kab, X
yang Semua yang mendapat advokasi dan melibatkan para Pihak Semua yang mendapat advokasi dan
1 melibatkan para Pihak pendampingan Layanan 40 opd 190.328.000 . P - pendampingan Layanan 40 opd 190.328.000
X . . |Kecamatan, : Lingkup Daerah Provinsi dan |Kecamatan, :
Lingkup Daerah Provinsi Perlindungan Perempuan . Perlindungan Perempuan
Semua L Lintas Daerah Semua L
dan Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi
li Kel/Desa Kabupaten/Kota Kel/Desa
intas Daerah
Penyediaan Layanan
Rujukan Lanjutan bagi Penyediaan Layanan
Perempuan Korban Semua umlah Layanan Tindak nys -ay: . Semua umlah Layanan Tindak
s Rujukan Lanjutan bagi o
Kekerasan yang Kota/Kab, ;anjut Pengaduan yang Perempuan Korban Kota/Kab, ;anjut Pengaduan yang
memerlukan Semua memerlukan koordinasi dan P Semua memerlukan koordinasi dan
2 A . P . 10 layanan 263.055.000 | [Kekerasan yang memerlukan . . ’ 10 layanan 263.055.000
Koordinasi Tingkat Kecamatan, |[sinkronisasi bagi perempuan M- Kecamatan, | [sinkronisasi bagi perempuan
Koordinasi Tingkat Daerah

Daerah Semua korban kekerasan - ; Semua korban kekerasan

o ) - Provinsi dan Lintas Daerah .
Provinsi dan Lintas Kel/Desa kewenangan provinsi Kel/Desa kewenangan provinsi

Kabupaten/Kota

Daerah
Kabupaten/Kota




PROGRAM/

KEGIATAN LOKASI

2 3

RKPD

INDIKATOR KINERJA

4

PAGU
INDIKATIF

TARGET
CAPAIAN

PROGRAM/
KEGIATAN

7

LOKASI

8

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

INDIKATOR KINERJA

9

TARGET
CAPAIAN

CATATAN

PENTING
KEBUTUHAN DANA

Penguatan dan
Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas
Keluarga dalam
Mewujudkan

KG dan Hak Anak
Kewenangan Provinsi

Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kel/Desa

Pengumpulan,
Pengolahan

Analisis dan Penyajian
Data

Gender dan Anak dalam
Kelembagaan Data di
Tingkat Daerah Provinsi

Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kel/Desa

Pelembagaan PHA pada |Semua
Lembaga Pemerintah, Kota/Kab,
Non Semua
Pemerintah, dan Dunia Kecamatan,
Usaha Kewenangan Semua
Provinsi Kel/Desa

Pencegahan Kekerasan
terhadap Anak yang
Melibatkan para Pihak
Lingkup Daerah Provinsi
dan

Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kel/Desa

Jumlah Lembaga Penyedia
Layanan Peningkatan
Kualitas Keluarga
Kewenangan Provinsi yang
mendapat Advokasi dan
Pendampingan

Jumlah Dokumen Data
Gender dan Anak Provinsi
yang Tersedia

Jumlah Organisasi
Pemerintah, Non Pemerintah
Media dan Dunia Usaha
Kewenangan Provinsi yang
mendapat advokasi
kebijakan dan pendampingan
pemenuhan hak anak pada
lembaga pemerintah, non
pemerintah , media dan
Dunia usaha

Jumlah Dokumen
Komunikasi Informasi dan
Edukasi (KIE) anak yang
memerlukan Perlindungan
Khusus Kewenangan
Provinsl

50 lembg 110.000.000

50.000.000

6 KAB/KOTA 217.560.000

366.016.600

Penguatan dan
Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas
Keluarga dalam Mewujudkan
KG dan Hak Anak
Kewenangan Provinsi

Pengumpulan, Pengolahan
Analisis dan Penyajian Data
Gender dan Anak dalam
Kelembagaan Data di
Tingkat Daerah Provinsi

Pelembagaan PHA pada
Lembaga Pemerintah, Non
Pemerintah, dan Dunia
Usaha Kewenangan Provinsi

Pencegahan Kekerasan
terhadap Anak yang
Melibatkan para Pihak
Lingkup Daerah Provinsi dan
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kel/Desa

Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kel/Desa

Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kel/Desa

Semua
Kota/Kab,
Semua

Kecamatan,

Semua
Kel/Desa

Jumlah Lembaga Penyedia
Layanan Peningkatan
Kualitas Keluarga
Kewenangan Provinsi yang
mendapat Advokasi dan
Pendampingan

Jumlah Dokumen Data
Gender dan Anak Provinsi
yang Tersedia

Jumlah Organisasi
Pemerintah, Non Pemerintah
Media dan Dunia Usaha
Kewenangan Provinsi yang
mendapat advokasi
kebijakan dan pendampingan
pemenuhan hak anak pada
lembaga pemerintah, non
pemerintah , media dan

Dunia usaha

Jumlah Dokumen
Komunikasi Informasi dan
Edukasi (KIE) anak yang
memerlukan Perlindungan
Khusus Kewenangan
Provinsl|

50 lembg

6 KAB/KOTA

110.000.000

50.000.000

217.560.000

358.096.600



PROGRA AR D A PROGRA AR
g OKA » ATOR D AILA . g OKA » ATOR RJA D ALA A DANA
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penguatan dan
Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan bagi  |Semua Penguatan dan Semua
Anak Kota/Kab Pengembangan Lembaga ez,
ana Memerlukan Semua ’ Peresentase SDM Aparatur yang Penyedia Layanan bagi Anak Semua ! Peresentase SDM Aparatur yang
‘F/, 9 mengikuti Pengembangan 6 KAB/KOTA 157.870.980 | |yang Memerlukan mengikuti Pengembangan 6 KAB/KOTA 157.870.980
erlindungan Khusus Kecamatan, n . - . Kecamatan, R .
N Kompetensi Teknis Perlindungan Khusus Tingkat Kompetensi Teknis
Tingkat Semua Daerah Provinsi dan Lintas Semua
Daerah Provinsi dan Kel/Desa Kel/Desa
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten/Kota
TOTAL DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 9.229.217.841 TOTAL DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 9.087.757.841




Tabel 4
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo

Rencana Tahun 2026

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program /
Kegiatan

Catatan Penti
Indikator Kinerja Program (Outcome) / atatan Fenting

Kegiatan (output) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Lokasi S e

[DETF]

Satuan Volume Rp.

-+ { 2 ' s [ 4 | 5 | & | 7 [ 8 |

2,08 URUSAN PEMERINTAHAN 7.000.000.000
BIDANG PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Persentase Kegiatan Perencanaan,

Kegiatan Penganggaran dan Evaluasi
Perencanaan,Penganggaran, SR 5
2.08.01.1.01 dan Evaluasi Kinerja Perangkat Kinerja 100 % 175.791.000
Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan Semua
Perangkat Daerah Kab/Kota,
Penyusunan Dokumen Semua
2.08.01.1.01.01 Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan, 1| Dokumen 175.791.000 DAU
Semua
Kel/Desa
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Semua
SKPD Kab/Kota,
Evaluasi Kinerja Perangkat Semua
2.08.01.1.01.07 Daerah Kecamatan, 4 | Laporan - DAU
Semua
Kel/Desa
2.08.01.1.02 Kegiatan Administrasi Keuangan|Jumlah ('Jrang yang Menerima Gaji 100 % 3,656.282.336
Perangkat Daerah dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang Menerima Gaji  |Semua
dan Tunjangan ASN Kab/Kota,
Penyediaan Gaji dan Tunj Semua
2.08.01.1.02.01 | cnyediaan Gaji dan Tunjangan Kecamatan, 2| org 3.656.282.336 | DAU
ASN Semua

Kel/Desa,




1 2 3 4 7
Jumlah Dokumen Penatausahaan Semua
dan Penguijian/Verifikasi Keuangan |Kab/Kota,
:elal;sanaafp Penatausahaan SKPD Semua
2.08.01.1.02,03 |02n Tengulfan Kecamatan, 2 | Dokumen
Laporan/Verifikasi Keuangan Semua
SKPD Kel/Desa,
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Semua
Tahun SKPD Kab/Kota,
koordinasi dan Penyusunan Semua
2.08.01.1.02.05 |[Laporan Keuangan Akhir Tahun Kecamatan, 2| Laporan
SKPD Semua
Kel/Desa,
Kegiatan Administrasi Barang
2.08.01.1.03 Milik Daerah pada Perangkat
daerah
2.08.01.1.03.05 Semua
Kab/Kota,
Rekonsiliasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Semua
Laporan Barang Milik Daerah Penyusunan Laporan Barang Milik  |Kecamatan, 1| Laporan DAU
pada SKPD Daerah pada SKPD Semua
Kel/Desa,
Kegiatan Administrasi
AL Kepegawaian Perangkat Daerah
2.08.01.1.05.05 Semua
Kab/Kota,
e . Jumlah Dokumen Monitoring, Semua
Monitoring, Evaluasi dan - L L
Penilaian Kinerja Pegawai Evaluas!, dan Penilaian kinerja Kecamatan, 1 | Dokumen DAU
Pegawai Semua
Kel/Desa,
2.08.01.1.06.08 Semua
Kab/Kota,
Jumlah Pegawai Berdasarlkan Tugas [Semua
Fasilitasi Kunjungan Tamu dan fungsi yang Mengikuti Kecamatan, 1 | Dokumen DAU
bPendidikan dan Pelatihan Semua

Kel/Desa,




1 2 3 4 7
2.08.01.1.05.09 Semua
Kab/Kota,
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Laporan Semua
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Penyelenggaraan Rapat 6 oran - DAU
E gaw I 9 Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan, 9
ungsional SKPD Semua
Kel/Desa,
2.08.01.1.06 Kegiatan Administrasi Umum 30,000,000
Perangkat Daerah
2.08.01.1.06.02 Semua
Kab/Kota,
. Semua
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan ' Kecamatan, 1 Paket 30.000.000 DAU
Perlengkapan Kantor Perlengkapan kantor yang sediakan Semua
Kel/Desa,
Kegiatan Penyediaan Jasa Persentase Penyediaan Jasa
2.08.01.1.08 Penunjang Urusan Penunjang 918.446.482
Pemerintahan Daerah
Semua
Kab/Kota,
. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Semua
2.08.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |Kecamatan 1| Laporan - DAU
Perlengkapan Kantor " ’
yang Disediakan Semua
Kel/Desa,
Semua
Jumiah | b gi J Kab/Kota,
. umlah laporan Penyediaan Jasa S
Penyediaan Jasa Pelayanan emua
2.08.01.1.08.04 Urnum Kantor (I;"elaé/'arllan Umum Kantor yang Kecamatan, 1 | Laporan 918.446.482 DAU
isediakan Semua
Kel/Desa,
Semua
Kab/Kota,
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa ~ [Semua )
2.08.01.1.08.04 Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor Kecamatan, 1| Laporan DAU
Semua
Kel/Desa,
Kegiatan Pemeliharaan Barang |Presentase Pemeliharaan
2.08.01.1.09 Milik Daerah Penunjang Urusan |Barang Milik Daerah 169.152.100

Pemerintahan Daerah

Penunjang Urusan




1 2 3 4 7
2.08.01.1.09.01 Sub Kegiatan P di J Semua
ub rlegiatan | enyediaan Jasa | umiah Kendaraan Perorangan Kab/Kota,
Pemeliharaan, Biaya Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan [Semua
Pemeliharaan, dan Pajak R h Kecamatan 4 Unit 169.152.100 DAU
Kendaraan Perorangan Dinas yang di Pelihara dan Dibayarkan ’
9 pajaknya Semua
atau Kendaraan Dinas Jabatan Kel/Desa,
Program Pengarustamaan
2.08.02 Gender dan Pemberdayaan Persentase ARG dalam APBD 1.500.000.000
Perempuan
Kegiatan Pelembagaan
Pengarusutamaan Gender (PUG)
Al R Pada Lembaga Pemerintah
Kewenangan Provinsi
Jumlah Kebijakan Penyelenggaran [Semua
Penyusunan Kebijakan PUG di tingksat Provinsi Kab/Kota,
2.08.02.1.01.05 |Penyelenggaraan PUG Semua 1| kebijakan - DAU
Kewenangan Provinsi Kecamatan,
Semua
KaollDoca
Jumlah OPD (Provinsi) dan kab/kota |Semua
Monitoring, Evaluasi, dan yang mendapatkan pendampingan Kab/Kota,
2.08.02.1.01.09 [Pelaporan penyelenggaraan Semua 1 OPD -
PUG kewenangan provinsi Kecamatan,
Semua
KaollDaca
Jumlah Kebijakan penyelenggaraan
. PUG ditingkat Provinsi
2.08.02.1.01.11 |Fendampingan Penyelenggaran 1 | kebijakan -
PUG kewenangan Provinsi
Kegiatan Pemberdayaan
Perempuan Bidang Politik,
208.021.02  |1ukum, Sosial, dan Ekonomi 1,500.000.000
pada Organisasi
Kemasyarakatan Kewenangan
Provinsi
Jumlah Lembaga masyarakat dan Semua
Advokasi pemberdayaan pemerintah yang mendapatkan Kab/Kota,
erempuan dibidang politik, atau|2dvokasi Semua
2.08.02.1.02.05 (PO MR e P Kecamatan, 3| lembaga 1.500.000.000 |  DAU
’ Semua

ekonomi Kewenangan provinsi

Kel/Desa,




1 2 3 4 7
Jumlah SDM lembaga masyarakat Semua
Sosialisasi pemberdayaan dan perempuan yang mendapatkan gab/Kota,
perempuan dibidang politik, atau sosialisasi tentang pemberdayaan emua
2.08.02.1.02.08 hukum, atau sosial,gd';n atau Kecamatan, 30 Orang B
ekomoni Kewenangan Provinsi Semua
Kel/Desa,
Kegiatan Penguatan dan
Pengembangan Lembaga
2.08.02.1.03 Penyedia Layanan -
Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Provinsi
2.08.02.1.03.08 |Peningkatan Kapasitas lembaga|Jumlah SDM lembaga penyedia Semua
penyedia layanan pemberdayaan |layanan pemberdayaan perempuan |Kab/Kota,
perempuan Kewenangan yang mendapatkan BINTEK Semua 0 _ DAU
Provinsi Kecamatan,
Semua
2.08.02.1.03.10 |Pendampingan Penguatan dasn |Jumlah lembaga penyedia layanan [Semua
pengembangan lembaga pemberdayaan perempuan yang Kab/Kota,
penyedia layanan pemberdayaan|mendapatkan pendampingan Semua 5| lembaga -
perempuan kewenangan Kecamatan,
Provinsi Semua
2.08.03 :::g::l“::"'"d“"ga" 100.000.000
Kegiatan Pencegahan
Kekerasan Terhadap Perempuan
2.08.03.1.01 Yang Melibatkan Para Pihak -
Lingkup Daerah Provinsi Dan
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2.08.03.1.01.04 |Peningkatan kapasitas kepada [Jumlah SDM yang mendapat Semua
SDM yang terkait langsung Peningkatan Pencegahan KtP Kab/Kota,
encegahan KtP Kewenangan |kewenangan Provinsi Semua
gm"i"gﬁ ° ’ Kecamatan, 30 | Orang - DAU
Semua
Kel/Desa,
2.08.03.1.01.07 |Advokasi dan sosilisasi Jumlah pengambil kebijakkan dan Semua
pencegahann KtP dan TPPO pemangku kepentingan yang Kab/Kota,
kepada pengambil kebijakan dan|mendapat Advokasi dan sosialisasi  [Semua 1| orang R
pemangku kepentingan pencegahan KtP tingkat Provinsi Kecamatan,
kewenangan Provinsi Masyarakat Semua

Kel/Desa,




Rencana Tahun 2026

Urusan/Bidang Urusan Catatan Penting

Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (output) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Pemerintahan Daerah dan Program /
Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8
Kegiatan Penyediaan Layanan
Rujukan Lanjutan bagi
2.08.03.1.02 Perempuan Korban Kekerasan 100.000.000
yang memerlukan Koordinasi
Tingkat Daerah Provinsi dan
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2.08.03.1.02.05 |Layanan Pendampingan korban |Jumlah Perempuan Korban Semua
bagi PerempuanKorban Kekerasan yang mendapatkan Kab/Kota,
kekerasan tingkat daerah pendampingan korban Tingkat Semua
Provinsi dan Lintas Daerah daerah provinsi Kecamatan, 20 ( orang - DAU
Kab/Kota Semua
Kel/Desa,
2.08.03.1.02.08 |[Layanan pengaduan atau Jumlah perempuan korban kekerasan|Semua
Penjangkauan bagi perempuan |yang mendapat layanan pengaduan |Kab/Kota,
Korban Kekerasan tingkat atau penjangkauan korban tingkat Semua
daerah Provinsi dan Lintas Daerah Provinsi Kecamatan, 40 [ Orang 100.000.000
daerah Semua
Kel/Desa,
Penguatan dan Pengembangan
Lembaga Penyedia Layanan
2.08.03.1.03 . :
Perlindungan Perempuan
Kewenangan Provinsi
2.08.03.1.03.05 Peningkatan Kapasitas Jumlah SDM. lembaga penyedia Semua
._ |layanan perlindungan perempuan |Kab/Kota,
Sumberdaya lembaga penyedia .
. yang mendapatkan Bimtek Semua
layanan penanganan bagi Kecamatan 20 Orang
perempuan korbap k(.ekerasan Semua
kewenangan provinsi KellDesa,
2.08.03.1.03.09 Advokasi dan sosialisasi Jum.lah lembaga penyedia .Iayanan Semua
perlindungan perempuan tingkat |Kab/Kota,
penguatan dan pengembangan L
lembaga penyedia layanan Provinsi yang mendapatkan Semua 2 | lembaga
X 9a peny 4 Advokasi dan Sosialisasi Lembaga [Kecamatan, g
perlindungan perempuan Semua
kewenangan Provinsi Kel/Desa,
2.08.04 Program Peningkatan Kualitas )
Keluarga
Kegiatan Peningkatan Kualitas |Jumlah pengambil Kebijakan dan
2.08.04.1.01 Keluarga dalam mewujudkan Pemangku kepentingan yang
T Kesetaraan Gender (KG) dan hak|mendapatkan Advokasi dan
Anak Kewenangan Provinsi sosialisasi peningkatan kualitas




1 2 3 4 7
2.08.04.1.01.07 Advokasi dan sosialisasi Jumlah pengambi! Kebijakan dan ieg}&at
peningkatan kualitas keluarga Pemangku kepentlngar} yang Sam ota,
kepada pengambil kebijakan dan merjdépat!(an Advokaﬂ dan . KanL::atan 10 Orang
pomangukspontgan [ b S
kewenangan Provinsi Kel/Desa,
Kegiatan Penguatan dan
Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan Peningkatan
Kualitas Keluarga dalam
2.08.04.1.02 Mewujudkan KG d_an !-Ie_xk Anak
Kewenangan Provinsiningkatan
Kualitas Keluarga dalam
Mewujudkan Kesetaraan Gender
(KG) dan Hak Anak Kewenangan
Provinsi
Jumlah Lembaga Penyedia Layanan |[Semua
Pendampingan lembaga Peningkatan Kualitas Keluarga yang |Kab/Kota,
penyedia layanan peningkatan |mendapat pendampingan Semua
2.08.04.1.02.08 kualitas keluarga Kewenangan Kecamatan, 10 | Lembaga DAU
Provinsi Semua
Kel/Desa,
Program Pengelolaan Sistem Persentase Pengarustamaan
2.08.05 Data Gender dan Anak Gender dan Pemberdayaan
Perempuan
Kegiatan Pengumpulan,
Pengolahan Analisis dan
2.08.05.1.01 Penyajian Data Gender dan Anak
dalam Kelembagaan Data di
Tingkat Daerah Provinsi
Penguatan dan peningkatan Jumlah Dokumen hasil penguatan Semua
kualitas data kekerasan dan peningkatan kualitas data Kab/Kota,
2.08.05.1.01.03 |terhadap perempuan dan anak |kekrasan terhadap perempuan dan  |Semua 1 | Dokumen DAU
hasil pencatatan dan pelaporan anak hasil pencatatan Kecamatan,
melalui SIMPONI PPA Semua
Jumlah Data Gender dan Anak Semua
Penyediaan, Penyajian, dan Provinsi yang tersedia Kab/Kota,
2.08.05.1.01.05 |pemanfaatan data gender dan Semua 1 Data
anak Provinsi Kecamatan,

Semua




Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program /
Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (output)

Rencana Tahun 2026

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Catatan Penting

1 2 3 6 7 8
I(:\;:I:: Pemenuhan Hak Anak 62,08 indeks
2.08. P P han Hak Anak 203.050.000
08.06 e e a Indeks Perlindungan Khusus Anak 75.65 indeks
(IPKA) ¢
Kegiatan Pelembagaan PHA
pada Lembaga Pemerintah, Non
2.08.06.1.01 e e AT AN e 203.050.000
Kewenangan Provinsi
Advokasi dan sosialisasi J.umlah pemangku kepeptlngan
lak kebiiak tingkat provinsi dan kabipaten/kota
2.08.06.1.01.07 [P®? sa'l‘fa"h i ia :" yang mendapatkan advokasi dan 6 | Kab/Kota 203.050.000 | DAU
pemenuhan ha aI:na i sosialosasi pelaksanaan kebijakan
Kewenangan Provinsi pemenuhan Hak Anak
Kegiatan Penguatan dan
Pengembangan Lembaga
2.08.06.1.02 Peny_edla Layanan Peningkatan
Kualitas Keluarga dalam
Mewujudkan KG dan Hak Anak
Kewenangan Provinsi
Pengembangan Komunikasi, ::;Tf:alieglatan KIE Pemenuhan
2.08.06.1.02.06 |[Informasi dan edukasi 6 | Kegiatan
pemenuhan Hak Anak
Lo . . Jumlah dokumen hasil koordinasi
Koordinasi dan sinkronisasi Rk .
elaksanaan pendampingan dan sinkronisasi pelaksanaan
2.08.06.1.02.06 |P . X . pendampingan peningkatan 2 | Dokumen
peningkatan kualitas hidupanak ) X
L kualitas hidup anak kewenangan
kewenangan Provinsi L
Provinsi
2.08.07 Program Perlindungan Khusus 247.278.082
Anak
Kegiatan Pencegahan
Kekerasan terhadap Anak yang
2.08.07.1.01 Melibatkan para Pihak Lingkup 247.278.082

Daerah Provinsi dan Lintas
Daerah Kabupaten/Kota




1 2 3 7
Jumlah Pengambil kebijakan dan
Advokasi dan sosialisasi pemangku kepentingan yang
pencegahan KtA kepada mendapatkan Advokasi dan
2.08.07.1.01.07 |pengambil kebijakan dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat 6 | Kab/Kota 97.278.082 DAU
pemangku kepentingan Provinsi, masyarakat, serta Kab/kota
kewenangan Provinsi
Jumlah Anak Korban Kekerasan yang
i mendapatkan pendampingan korban
Layanan pendampingan korban |1ingkat Daerah Provinsi dan Lintas
2.08.07.1.01.08 |P39i anak korban kekerasan pagrah Kabupaten/Kota 35| org 150.000.000
tingkat daerah provinsi dan
lintas daerah Ka/kota
Kegiatan Penguatan dan
Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan bagi Anak
2.08.07.1.03 yang Memerlukan Perlindungan -
Khusus Tingkat Daerah Provinsi
dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan KIE Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan
(komunikasi, informasi, dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana
2.08.07.1.03.06 |edukasi) perlindungan khusus |Prasarana Layanan bagi Anak 4| Laporan - DAU

anak
Kewenangan Provins

Perlindungan yang Memerlukan
Khusus




Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program /

Kegiatan

Tabel 4.1

T-C.33

Rumusan Rencana Proaram dan Keaiatan Peranakat Daerah Tahun 2025
dan Perkiraan Maju Tahun 2026

Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (output)

Rencana Tahun 2025

Target Capaian Kinerja

Satuan

Volume

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo

Catatan Penting

Perkiraan Maju Tahun 2026

Target Capaian
Kinerja

Satuan

Volume

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 6 7 8 9 10
2 URUSAN PEMERINTAHAN 9.087.757.841 7.000.000.000
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
2,08 URUSAN PEMERINTAHAN 9.087.757.841 7.000.000.000
BIDANG PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
Program Penunjang Urusan Persentase Pelaksanaan Program
2.08.01 Pemerintahan Daerah Provinsi Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 5.856.321.470 100 % 4.949.671.918
Daerah
Kegiatan ::::::ans:arlf egtl;‘;:nggaran dan
Perencanaan,Penganggaran, C
2.08.01.1.01 i i Kinerja Perangkat Kinerja 100 % 373.769.000 100 % 175.791.000
Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan Semua
Perangkat Daerah Kab/Kota,
Penyusunan Dokumen Semua
2080140101 | 0 waan Perangkat Daerah Kecamatan, 32 | Dokumen 343.769.000 |  DAU 32 | Dokumen 175.791.000
Semua
Kel/Desa
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Semua
SKPD Kab/Kota,
i Kineri Semua
208.01.1.01.07 |Fvauasi Kinerja Perangkat Kecamatan, 4| Laporan 30.000.000 [ DAU 4| Laporan -
Semua
Kel/Desa
Kegiatan Administrasi Persentase Pelaksaan
2.08.01.1.02 g Admini i K F 100 % 3.507.180.070 100 % 3.656.282.336
Keuangan Perangkat Daerah =
Daerah
Jumlah Orang yang Menerima Gaji |Semua
dan Tunjangan ASN Kab/Kota,
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Semua
2.08.01.1.02.01 ASN Kecamatan, 29 Org 3.507.180.070 DAU 29 Org 3.656.282.336
Semua
Kel/Desa,
Kegiatan Administrasi Persentase Pelaksanaan
2.08.01.1.05 K°9"“ an ; ’“:"s “‘s': ¢ Dacrah | Administrasi Kepegawaian 100 % 190.563.000 100 % -
epegawaian Perangkat Daerah | oo .oyt Daerah
2.08.01.1.05.09 Semua
Kab/Kota,
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas |Semua
Pegawai Berdasarkan Tugasn [dan Fungsi yang Mengikuti Kecamatan,| 1 Tahun 190.563.000 DAU 1 Tahun -
dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Semua
Kel/Desa,
Persentase Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
i i i Disediakan
20801.1.06  |Kegiatan Administrasi Umum 00| % 279.950.900 100 % 30.000.000
Perangkat Daerah
2.08.01.1.06.02 Semua
Kab/Kota,
" Jumlah Paket Peralatan dan Semua
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan kantor Pgrler)gkapan Kantor yang Kecamatan,| 1 Paket - DAU 1 Paket 30.000.000
Disediakan Semua
Kel/Desa,
2.08.01.1.06.07 Semua
Kab/Kota,
Jumlah Paket Peralatan dan Semua
Penyediaan Bahan Material Perlengkapan Kantor yang Kecamatan,| 1 Paket 108.257.000 DAU 1| Paket -
Disediakan Semua
Kel/Desa,
2.08.01.1.06.08 Semua
Kab/Kota,
ilitasi Semua
— " Jumlah Laporan Fasilitasi
Fasilitasi Kunjungan Tamu Kunjungan Tamu gecamatan, 1 | Dokumen 15.000.000 DAU 1 | Dokumen -
emua

Kel/Desa,




1 2 3 4 7 9 10
2.08.01.1.06.09 Semua
P Jumlah Laporan Kab/Kota,
enyelenggaraan Rapat Penyelenggaraan Rapat Semua
Koordinasi dan velengg pat Kecamatan 1 | Dokumen 156.693.900 [ DAU 1 | Dokumen -
. Koordinasi dan Konsultasi d
Konsultasi SKPD Semua
SKPD
Kel/Desa,
Kegiatan Pengadaan Barang Persentase Pemenuhan
2.08.01.1.07 Milik Daerah F j Urusan |F Barang Milik Daerah 100 % 596.309.000 100 % -
Pemerintah Daerah
2.08.01.1.07.01 Semua
. Kab/Kota,
Pengadaan Kenderaan Jumlah Unit Kenderaan Perorangan |gemua
Perorangan Dinas atau Dinas atau Kenderaan Dinas Kecamatan, 4 Unit 596.309.000 DAU 4 Unit -
Kenderaan Dinas Jabatan Jabatan yang disediakan Semua
Kel/Desa,
Kegiatan Penyediaan Jasa Persentase Penyediaan Jasa
2.08.01.1.08 Penunjang Urusan Penunjang 100 % 649.770.000 100 % 918.446.482
Pemerintahan Daerah
Semua
Kab/Kota
" I Jumlah Laporan Penyediaan Jasa !
Penyediaan Jasa Komunikasi, Lo . Semua R
2.08.01.1.08.02 Sumber Daya Air dan Listrik E_om_umkasu Sumber Daya Air dan Kecamatan, Dokumen 132.000.000 DAU Dokumen
istrik Semua
Kel/Desa,
Semua
Kab/Kota,
. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
2.08.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Semua 13.680.000 DAU -
Perlengkapan Kantor - Kecamatan,
yang Disediakan Semua
Kel/Desa,
Semua
Kab/Kota,
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Semua
2.08.01.1.08.04 Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor Kecamatan, 504.090.000 DAY 918.446.482,00
Semua
Kel/Desa,
Kegiatan Pemeliharaan Barang |Presentase Pemeliharaan
2.08.01.1.09 Milik Daerah Penunjang Urusan [Barang Milik Daerah 100 % 258.779.500 100 % 169.152.100
Pemerintahan Daerah F j Urusan
2.08.01.1.09.01 R N Semua
§Ub Kegiatan Penyediaan Jasa | 1\ ycndaraan Perorangan Kab/Kota,
emeliharaan, Biaya Di tau Kend. Di Semua
Pemeliharaan, dan Pajak \nas atau flercaraan binas Ke ¢ 1| unit 168.803.500 [  DAU 1] unit 169.152.100
Kend P Di Jabatan yang di Pelihara dan ecamatan, |
endaraan Perorangan Dinas |5 oo paakaya Semua
atau Kendaraan Dinas Jabatan Kel/Desa,
2.08.01.1.09.10 Semua
Kab/Kota,
Pemeliharaan/Rehabilitasi éjen;:f: i?:tzf:;: ;raa:a:;i:: Semua
Sarana dan Prasarana Gedung >dung g 9 Kecamatan 1| Laporan 89.976.000 DAU 1| Laporan -
Kantor atau B: Lai Lainnya yang Dipelihara / d
antor atau Bangunan Lainnya | 2 i o Semua
Kel/Desa,
Program Pengarustamaan
2.08.02 dan Pemb y F ARG dalam APBD 1.884.525.791 1.500.000.000
Perempuan
Kegiatan Pelembagaan
Pengarusutamaan Gender Persentase Perempuan yang
2.08.02.1.01 (PUG) Pada Lembaga mendapatkan penguatan 240.620.950 -
Pemerintah i
Provinsi
Advokasi Kebijakan dan jumlah SDM tingkat PI’OVInS.I
Pendampingan yang memperoleh advokasi
2.08.02.1.01.07 ping Kebijakan dan 4 SKPD 240.620.950 DAU 4| SKPD -
Penyelenggaraan PUG Pendampingan
Kewenangan Provinsi Penyelenggaraan PUG
Kegiatan Perberdayaan
:zr::“pusa:s?alld Z';?‘ Z(I,(Icla:l:;mi Persentase (%) perempuan dalam
2.08.02.1.02 ’ L Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan 1.500.000.000 1.500.000.000
pada Organisasi .
e v Ekonomi
Provinsi
" . Jumlah Organisasi Masyarakat Yang
:d‘"’kas'.KEb"aka". dan Mengikuti Advokasi Kebijakan dan
endampingan Peningkatan Pendampingan Peningkatan
2.08.02.1.02.04 |Partisipasi Perempuan dalam ping 9 4| Kegiatan 1.500.000.000 |  DAU 4 | Kegiatan 1.500.000.000,00

Politik, Hukum, Sosial dan
Ekonomi Kewenangan Provinsi

Partisipasi Perempuan dalam Politik,
Hukum, Sosial dan Ekonomi

Kewenangan Provinsi




Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program /
Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (output)

Lokasi

Rencana Tahun 2025

Target Capaian Kinerja

Satuan

Volume

Kebutuhan Dana/Pagu Indil

Sumber
[ELE]

Catatan Penting

Perkiraan Maju Tahun 2026

Target Capaian
Kinerja

Satuan

Volume

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 6 7 8 9 10
Kegiatan Penguatan dan
Pengembangan Lembaga Jumlah lembaga penyedia layanan
2.08.02.1.03 Penyedia Layanan pemberdayaan perempuan yang 143.904.841 -
F yaan F
Kewenangan Provinsi
2.08.02.1.03.04 [Advokasi Kebijakan dan Jumlah Lembaga Penyedia Layanan
Pendampingan kepada Pemberdayaan Perempuan . .
Lembaga Penyedia Layanan Kewenangan Provinsi Yang 4| Kegiatan 143.904.841 DAU 4| Kegiatan -
Pemberdayaan Perempuan Mendapat Advokasi Dan
2.08.03 fcoramifedindungan 453.383.000 100.000.000
Perempuan
Kegiatan Pencegahan
Kekerasan Terhadap
Perempuan Yang Melibatkan
.08.03.1. " . 190.328. -
20803 0! Para Pihak Lingkup Daerah 20328000
Provinsi Dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
2.08.03.1.01.02 |Advokasi Kebijakan dan Jumlah Perangkat Daerah yang
Pendampingan Layanan Mendapat Advokasi dan
Perlindungan Perempuan Pendampingan Layanan 4 | SKPD 190.328.000 DAU 4 | SKPD -
Kewenangan Provinsi Perlindungan Perempuan
Kewenangan Provinsi
Kegiatan Penyediaan Layanan
Rujukan Lanjutan bagi
2.08.031.02 | Korban Kekerasa 263,055,000 100.000.000
yang memerlukan Koordinasi
Tingkat Daerah Provinsi dan
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2.08.03.1.02.02 |Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Layanan Tindak Lanjut
Pelaksanaan Penyediaan Pengaduan yang Memerlukan
Layanan Rujukan Lanjutan bagi |Koordinasi dan Sinkronisasi bagi i
F p Korban Perempuan Korban Kekerasan Layanan 263.055.000 DAU Layanan
Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi
2.08.03.1.02.08 |Layanan pengaduan atau Jumlah Layanan Tindak Lanjut
j bagi p Pengaduan yang Memerlukan
korban kekerasan tingkat Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Layanan 263.055.000 DAU 40 | Layanan 100.000.000,00
daerah provinsi dan lintas Perempuan Korban Kekerasan
daerah kab/kota Kewenangan Provinsi
2.08.04 Program Peningkatan Kualitas 110,000,000 5
Kegiatan Penguatan dan
Pengembangan Lembaga
yedia Layanan i
Kualitas Keluarga dalam
208.04.1.02  |Wewuiudkan KG dan Hak Anak 110.000.000 -
Kualitas Keluarga dalam
Mewujudkan Kesetaraan Gender|
(KG) dan Hak Anak
Kewenangan Provinsi
Advokasi Kebijakan dan Jumlah Lembaga Penyedia Layanan
F i F Peningkatan Kualitas Keluarga
2.08.04.1.02.01 [Lembaga Penyedia Layanan Kewenangan Provinsi yang 4 | Lembaga 110.000.000 DAU 4 | Lembaga -
Penii Kualitas Mendapat Advokasi dan
Kewenangan Provinsi Pendampingan
Program Pengelolaan Sistem peisentascihenaaustanaan
2.08.05 9 9 Gender dan Pemberdayaan 50.000.000 o
Data Gender dan Anak
Perempuan
Kegiatan Pengumpulan,
Pengolahan Analisis dan
2.08.05.1.01 Penyajian Data Gender dan 50.000.000 -
Anak dalam Kelembagaan Data
di Tingkat Daerah Provinsi
2.08.05.1.01.01 |Penyediaan Data Genderdan | Jumlah Dokumen Data Gender dan 4| Dokumen 50.000.000 [ DAU 4 | Dokumen -
Anak Provinsi Anak Provinsi yang Tersedia
Persentase Pengarustamaan
2.08.06 Program Pemenuhan Hak Anak |Gender dan Pemberdayaan 217.560.000 203.050.000

Perempuan




Urusan/Bidang Urusan

Indikator Kinerja Program (Outcome) /

Rencana Tahun 2025

Catatan Penting

Perkiraan Maju Tahun 2026

Pemerintahan Daerah dan Pi i Target Capai
'emerintal a"K:gei:an an Frogram Kegiatan (output) Lokt Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indil Sumber arg:i o e:.p:m" Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
OKas! PELEY
Satuan Volume Satuan ~ Volume
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kegiatan Pelembagaan PHA
pada Lembaga Pemerintah, Non
Ze el Pemerintah, dan Dunia Usaha 2ls
Kewenangan Provinsi
Jumlah Organisasi Pemerintah, Non
Advokasi, Sosialiasi dan Pemerintah, Media dan Dunia Usaha
Pendampingan Pelaksanaan Usaha Kewenangan Provinsi yang
Kebijakan Pemenuhan Hak Anak|Mendapat Advokasi Kebijakan dan P
.08.06.1.01. N . 4 217.560. DAl
2.08.06.1.01.03 pada Lembaga Pemerintah, Non [Pendampingan Pemenuhan Hak Organisasi 560.000 v
Pemerintah, Media dan Dunia Anak pada Lembaga Pemerintah,
Usaha Kewenangan Provinsi Non Pemerintah, Media dan Dunia
Usaha
- —— JUTTETT RepeTTgaTT
A:L; (I’(l;:\la::"Kse(::si'I::::SI tingkat provinsi dan kabupaten/kota
2.08.06.1.01.07 [P y yang mendapatkan advokasi dan - - DAU 6 | kab/kota 203.050.000,00
Pemenuhan hak anak et -
o sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan
Kewenangan Provinsi o PRV, _
2.08.07 ficoramiiedindunganibusus 515.967.580 247.278.082
Anak
Kegiatan Pencegahan
Kekerasan terhadap Anak yang
2.08.07.1.01 Melibatkan para Pihak Lingkup 358.096.600 97.278.082
Daerah Provinsi dan Lintas
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah SDM yang
Advokasi dan pendampingan memperoleh advokasi dan
Perangkat Daerah dalam Pendampingan dalam
2.08.07.1.01.03 |pelaksanaan kebijakan pelaksanaan kebijakan 4 | Organisasi 358.096.600 DAU 4 |Organisasij -
Iprogram/ Iprogi kegiatan
KTA Kewenangan Provinsi pencegahan KTA
Keweangan Provins
Advokasi dan sosialisasi Jumlah pengambil kebijakan dan
pencegahan KtA kepada pemangku kepentingan yang
2.08.07.1.01.07 |pengambil kebijakan dan mendapatkan Advokasi dan - - DAU 6 | kab/kota 97.278.082,00
il it i pencegahan KtA tingkat
Kewenangan Provinsi provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota
Kegiatan Penyediaan layanan
bagi anak yang memerlukan
2.08.07.1.02 perlindungan khusus yang 157.870.980 150.000.000
memerlukan koordinasi tingkat
daerah provinsi
Layanan pendampingan korban [Jumlah Anak Korban Kekerasan
bagi anak korban kek yang 1 pendampingan _ _
2.08.07.1.02.09 | okat daerah provinsi dan korban Tingkat Daerah Provinsi dan DAY 35| orang 150.000.000,00
lintas daerah kabupaten/kota Lintas Daerah
Kegiatan Penguatan dan
Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan bagi Anak
2.08.07.1.03 yang Memerlukan Perlindungan 157.870.980 -
Khusus Tingkat Daerah Provinsi
dan Lintas Daerah
K t
Pengembangan KIE Jumlah Laporan Hasil Koordinasi
(komunikasi, informasi, dan dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana
2.08.07.1.03.06 |edukasi) perlindungan khusus |Prasarana Layanan bagi Anak 4| Laporan 157.870.980 DAU 4 | Laporan -
anak Perlindungan yang Memerlukan
Kewenangan Provins Khusus
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